EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI DI BIDANG QARD
DI ERA SOCIETY 5.0 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
MUHAMMAD MAJID
NIM. 1717301024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023






PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI DI BIDANG QARD DI ERA SOCIETY 5.0
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh Muhammad Majid (NIM. 1717301024) Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Juli 2023 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji | Sekretaris Sidang/ Penguji 11
/ %a s 4
- Agus Sunaryo, M.S.I. Arini Rufaida, M.H.L
NIP. 19790428 200901 1 006 NIP. 19890909 202012 2 009
Pembimbing/ Penguji 111

- &

Dr. Vivi Ariyanti, S.H.,M Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 27 Juli 2023

- Dekan Fakultas Syari’ah

i SAg,MA

Ve 2
#f 3

\\\K oo

iii



NOTA DINAS PEMBIMBING
Purwokerto, 5 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munagasyah Skripsi
Sdra. Muhammad Majid
Lampiran : 4 Eksemplar
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui

surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama :  Muhammad Majid

NIM » 1717301024

Jenjang . Strata 1 (S-1)

Fakultas . Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul . Efektivitas Fatwa DSN MUI di Bidang Qard di Era Society

5.0 Perspektif Hukum Islam
sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunagasyahkan dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).
Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,
™

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum
NIP. 19830114200801214




EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI DI BIDANG QARD
DI ERA SOCIETY 5.0 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Muhammad Majid
NIM. 1717301024

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

Seiring perkembangan zaman akan memberikan dampak suatu perubahan
di dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya antara masyarakat dengan hukum
yang merupakan sesuatu yang saling berkelindan. Bahkan ada adagium yang
bunyinya bahwasanya hukum itu lahir sudah dalam kondisi cacat. Seperti akad gard
yang digunakan oleh masyarakat yang kaitannya dengan fatwa harus ikut mengikuti
perkembangan yang ada. Fatwa yang konsen bahas akad gard yakni Fatwa DSN
Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard dan Fatwa DSN Nomor 79/DSN-
MUI/111.2001 tentang Qard dengan menggunakan dana nasabah. Untuk beradaptasi
dengan kecanggihan teknologi pada era society 5.0 aturan perlu adanya revisi atau
pembuatan aturan yang baru yang bisa menjamin keamaan data, dirasa kedua aturan
tersebut belumlah cukup untuk melindungi keamanan data masyarakat. Pada era
society 5.0 orang hidup berdampingan dengan kecanggihan teknologi yang mana
mengintegrasikan kehidupan nyata dengan kehidupan maya. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis Fatwa DSN MUI di bidang Qard di Era Society 5.0
menggunakan perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research).
Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan pendekatan konseptual (Conceptual
Approach) dan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) . Adapun, teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan
metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik kualitatif
deskriptif

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya untuk meningkatkan
keamanan masyarakat di era kecanggihan teknologi perlu adanya revisi ataupun
pembuatan aturan baru mengani gard terlebih tentang keamanan data. Hal ini
sejalan dengan pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan
manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya
kemudaratan, serta untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Adapun
fatwa menurut hukum Islam dalam pelaksanaannya memiliki kekuatan yang tidak
mengikat.

Kata Kunci: Akad Qard, Era Society 5.0, Hukum Islam
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada halaman berikut:
Hamzah (=) yang terletakdi awal kata megikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
0! Ba B Be
LY Ta T Te
R Sa 5 Es (dengan titik di atas)
c Jim J Je
- Ha H Ha (dengan titik di
bawah)
. Kha Kh Ka dan Ha
R Dal D De
R Zal 7 Za (dengan titik di atas)
y Ra R Er
3 Zai 7 Zet
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» Sin S Es
r Syin Sy Es dan Ye
e Sad S Es (dengan titik di
bawah)
P Dad D De (dengan titik di
bawah)
5 Ta T Te (dengan titik di
bawah)
5L Za z Zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘ain i Apostrof terbalik
t Gain G Ge
» Fa F Ef
3 Qof Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
. Mim M Em
O Nun N En
P Wau w We
N Ha H Ha
. Hamzah 2 Apostrof
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa

Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i Fathah A A
| Kasrah I |
1 Damah U U
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
TN Fathah dan alif a a dan garis di
atau ya atas
<. Kasrah dan ya 1 I dan garis di
atas
5. " Dammah dan u u dan garis di
wau atas
Contoh:
L;,A\ : amiri




) . rama

e . qgila
33 . yamutu
. Ta marbutah

Transliterasi untuk ra marbutah ada dua, yaitu: ra marbutah yang hidup
atau mendapat harakat 7athah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan za marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta marbutah itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

2.0 8.

JULYS 4o, : raudah al-atfal
w\ ’@w . al-madinah al-fadilah
fad : al-hikmah
asloas : maslahah
alls . mursalah

. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydidyang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan
sebuah tandan tasydid (ffir-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:

S . rabbana
FSEA . najjaina
24 . al-hajj



ale : ‘aduwwun

Jika huruf (¢ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:

ide . “ali (bukan ‘aliyyatau ‘aly)

@f ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (a/if
lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan

garis mendatar (-). Contohnya:

oS alkitab

’Jjj‘j\ . al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
AR . al-falsafah
35&35\ : al-biladu
AN alahkam
sl . al-gard
. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (°) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
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awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

65“26 . ta’'muruna
1331 . al-nau’
5% : syai’un

s JJ\ : azri

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasik adalah kata, istilah,
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an),
sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari
satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
1i zilal al-Qur’an, Al-sunnah qabl al-tadwin.
9. Lafz al-jalalah (4f“\)
Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:

A L . dinullah
AIRe : billahi

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada /afz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

MEC SR . hum 17 rahmatillah

10. Huruf Kapital
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).
Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama
diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf
awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al-Farabi
Al-Gazali
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya perkembangan masyarakat akan menimbulkan suatu
perubahan, antara hukum dan masyarakat merupakan sesuatu yang saling
berkelindan, dalam artian hukum turut serta mengikuti perkembangan yang ada
di masyarakat dan bukan sebaliknya, seperti adagium yang berbunyi tempora
mutantur, nos et mutamur in illis, jadi jangan sampai hukum kukuh terhadap
pandangan nilai-nilai ortodoks. Di era digital sekarang ini pada negara yang
menganut paham negara hukum akan menghadapi sebuah tantangan yang besar
di kalangan milenial, dimana negara harus bisa mengakomodir dinamika yang
terjadi.t

Sebuah adagium yang disampaikan oleh Roscoe Pound menyatakan
bahawa law is the tool of social engineering, yang artianya bahwa hukum
merupakan saran dalam perubahan masyarakat. Perkembangan teknologi dan
informasi yang terjadi di era milenial dan globalisasi atau umumnya disebut
dengan revolusi industri 4.0 peran hukum dan konsistensinya akan diuji, karena
bagaiamanapun hukum harus bisa mengawal dan menjaga situasi dan kondisi
yang terjadi ditatanan masyarakat. Jangan sampai peran dan eksistensi hukum di

era yang serba cepat ini menjadi terancam.?

! Benny Riyanto, “Pembangunan Hukum Nasional di Era4.0,” Jurnal Rechtvinding
Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, No. 2, Agustus, him. 162.

2 Dicky Eko Prasetio, “Bifurkasi Hukum di Indonesia dalam Menapaki Revolusi
Industri 4.0 dan Society 5.0,” t.k: t.p. t.t, hlm. 1.



Sekarang bukan hanya era revolusi industri 4.0, tetapi juga sudah
memasuki era society 5.0. yang mana implementasi dari berbagai alat (tools)
untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada dengan menggunakan teknologi
dari sudut pandang humaniora telah dimulai. Adanya hal tersebut perlu
diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengangkat
kredibilitas organisasi dengan cara meningkatkan efisinesi tiap-tiap aparatur
birokrasi di bidang TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi), tujuan
peningkatan tersebut adalah untuk mempermudah proses pelaksanaan tugas ke
depannya. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan layanan pemerintah,
penyederhanaan bermacam-macam regulasi dan juga dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi, kiranya hal tersebut dilakukan guna mewujudkan sebuah
good governance.?

Sekarang ini kita sedang menghadapi era revolusi industri yang kemudian
disebut dengan industri 4.0. Ini adalah era inovasi disrupsi, yang berkembang
pesat untuk membantu pengembangan atau realisasi pasar baru. Inovasi ini juga
mampu menggantikan teknologi yang seperti mengganggu atau menghancurkan
pasar yang ada. Sementara di masyarakat 5.0, berbagai kebutuhan masyarakat
dibedakan dan dipenuhi dengan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan
dalam jumlah yang cukup kepada mereka yang membutuhkannya pada waktu
yang tepat, dan ketika setiap orang yang dapat mendapatkan pelayanan yang

berkualitas, nyaman, dan memberi kehidupan. Publik dapat didefinisikan dengan

3 Andika Yusa, “Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia,”
Nakhoda: Jurnal llmu Pemerintahan, Vol. 20, No. 1, Tahun 2021, him. 28.



melihat sejarah manusia. Kelompok orang yang berburu dan berkumpul secara
harmonis dengan alam disebut masyarakat 1.0. kelompok terbentuk dalam
masyarakt 2.0 seputar budidaya pertanian, pengembangan organisasi, dan
pembanguna bangsa. Era masyarakat 3.0 adalah masyarakat yang merevolusi
industri untuk mendorong industrialisasi dan memungkinkan produksi massal.
Society 4.0 adalah masyarakat informasi yang sadar akan peningkatan nilai yang
dapat ditambahkan dengan menghubungkan aset tidak berwujud melalui
jaringan informasi.*

Kemunculan dari adanya konsep masyarakat atau society 5.0 serta industri
5.0 tampaknya bukanlah suatu kelanjutan kronologis langsung atau berbeda dari
paradigma industri 4.0. tujuan masyarakat 5.0 adalah menempatkan manusia
sebagai pusat inovasi dengan memanfaatkan dampak teknologi dan keluaran
industri 4.0, dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas
hidup, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.®

Pada era society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan
menutup kesenjangan berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, dan bahasa. Ini
juga akan memungkinkan untuk menyediakan barang dan jasa yang secara tepat
disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pribadi dan kebutuhan tersembunyi.
Dengan cara ini, kita dapat membangun masyarakat yang dapat membantu

pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memecahkan masalah sosial.®

4 Ni Nyoman Lisna Handayani, “Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0,”
Prosiding Webinar Nasional lah-Tp Palangkaraya, 2020, him. 2-3.

5 Angkasa, Rili Windiasih, “Cybercrime di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 dalam
Perspektif Viktimologi,” Journal Justiciabellen (3J), Vol. 02, No. 02, Juli 2021, him. 108.

® Subhan Adi Santoso dan Muksin, Studi Islam Era Society 5.0, (Sumatera Barat: Insan
Cendekia Mandiri, 2020,) him. 34.



Cyberspace (juga dikenal sebagai ruang virtual) dan ruang fisik (juga
dikenal sebagai ruang nyata) telah bergabung secara signifikan selama
masyarakat 5.0, penggunaan cloud yang digunakan oleh orang-orang melalui
internet dan kemudian mencarai, memperoleh, dan menganalisis data dalam
informasi masyarakat (masyarakat 4.0), di masyarakat era 5.0 dalam ruang
virtual banyak informasi dari sensor di ruang nyata terakumulasi. Data dalam
jumlah besar ini dianalisis oleh artificial intelligence atau Al, di ruang virtual,
dan hasil dari analisis akan diberikan kepada manusia di ruang nyata dalam
berbagai cara.’

Sebagai bentuk sebuah perkembangan peradaban, era society 5.0 dapat
merubah sebuah kondisi masyarakat yang ada, dalam aspek perkembangan
teknologi yang ada pada bidang simpan pinjam sekarang ini cukup tinggi,
dimana banyak perusahaan perbankan maupun perusahaan industri fintech yang
membuat aplikasi simpan pinjam yang dapat diunduh melalui smartphone. Hal
tersebut dapat menjadi efek positif bagi masyarakat untuk secara efisien
mandapatkan pinjaman secara online. Selain itu dampak positif adalah
memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya, misalnya bisnis e-
commerce, sistem pembayaran media elektronik (financial technology/fintech).
Akan tetapi hal tersebut juga bisa menjadi efek negatif karena kemudahan
tersebut masih kurangnya peran hukum dalam mengatur dan berperan aktif
sebagai payung hukum yang ada. Dampak negatif dari penggunaan teknologi

juga memudahkan orang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau

7 Subhan Adi Santoso dan Muksin, Studi: 37.



melanggar dari tatanan sosial seperti cybercrime, berita ujaran kebencian,
bullying.®

Tidak mungkin memisahkan peningkatan ancaman dan serangan siber dari
peningkatan pengguna internet di seluruh dunia. Menurut Badan Siber dan Sandi
Negara Indonesia, terjadi 12,8 juta serangan pada 2018. Jumlah serangan
meningkat menjadi 98,2 juta pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 telah
menurun menjadi 74,2 juta. Memperhatikan pengelolaan sistem keamanan siber
atau cybersecurity adalah salah satu cara untuk menguranginya. Kemanan siber
adalah perlindungan yang sangat penting yang harus ada untuk melindungi
individu, bisnis, dan pemerintah. Penting untuk menjaga dan mencegah
penyalahgunaan akses dan penggunaan data dalam sistem teknologi informasi
oleh seseorang yang tidak berhak melakukannya. Menurut penelitian Frost dan
Sullivan yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2018, potensi kerugian
ekonomi dari serangan siber di Indonesia bisa mencapai 478,8 triliun atau 34,2
miliar dolar AS. Pada 2018, kerugiannya mencapai lebih dari 3% PDB
Indonesia.’

Fatwa DSN MUI merupakan kerangka hukum yang dapat dijadikan
sebagai landasan atau standar hukum Islam di Indonesia. Dimana fatwa sudah
berkontribusi sejak tahun 2000. MUI telah memainkan peran penting dalam
membawa hukum syariah ke lembaga keuangan Indonesia. DSN MUI telah

melakukan upaya signifikan untuk memberikan legitimasi hukum sebagai dasar

8 Christina NM Tobing, “Respons Pendidikan Tinggi Hukum Terhadap Tantangan dan
Peluang Profesi Hukum di Era Society 5.0,” hlm. 55.

® Dwiyani Permatasari, “Tantangan Cyber Security di Era Revolusi Industri 4.0,”
www.djkn.kemenkeu.go.id. diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.



pengawasan di tingkat dewan pengawas syariah sebagai otoritas pengatur yang
menajdi acuan bagi setiap Lembaga Keuangan Indonesia. Berdasarkan peraturan
yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah,
yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (UU No. 8
Tahun 2008), maka setiap lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan
usaha harus memperoleh peraturan formal untuk legitimasi.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PB1/2005
tentang Akad Perhimpunan dan Pengeluaran Dana Bagi Bank yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Perturan Bank
Indonesia Nomor 9/91/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah. Surat Edaran
Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS/2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah
dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
Bank Syariah, Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/2001 tentang Qard, dan Fatwa
Dewan Syariah Nasional No. 79/DSN-MUI/II1/2011tentang Qard dengan
Menggunakan Dana Nasabah. Dan kemudian diatur dalam Surat Edaran Nomor
14/DPbS Tahun 2012 perihal Produk QardBeragun Emas Bagi Syariah dan Unit
Usaha Syariah.

Beberapa peraturan atau regulasi di atas mengenai gard, agaknya menurut
penulis ada 2 yang konsen membicarakan tentang gard, yang meliputi Fatwa
DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard. Pada fatwa ini dibagi menjadi
empat poin yakni: ketentuan umum a/-Qard, sanksi, sumber dana, dan

penyelesaian perselisihan serta pemberlakuan fatwa ini. Fatwa DSN Nomor:



79/DSN-MUI/111/2011 tentang gard dengan menggunakan dana nasabah, pada
fatwa ini menjelaskan yang terdiri dari tiga poin yakni ketentuan umum,
ketentuan penyaluran dana gard dengan dana nasabah dan ketentuan penutup.

Adanya perkembangan teknologi yang cepat menyebabkan hukum
terpontang-panting dalam mengikuti perkembangannya, maka dari itu perlunya
sebuah regulasi yang dapat bisa menjamin dalam perkembangan yang terjadi di
tatanan masyarakat. Bahkan hampir setiap lini kehidupan yang ada di
masyarakat tidak lepas dengan kecanggihan teknologi. Dengan itu sekiranya
perlu adanya regulasi yang bisa menjamin hal tersebut, hal ini seperti yang
dikatakan oleh Gustav Redbruch bahwasannya ada 3 nilai dasar hukum yang
terdiri dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.°

“Het recht hintk achter de feiten,” seperti yang dikatakan oleh Satjipto
Rahardjo yang artinya bahwasannya hukum itu pincang dalam menghadapi
kenyataan. Pincangnya hukum sama apa yang dikatakan sebuah postulat yakni
hukum itu cacat sebelum dilahirkan. Hal ini menegaskan bahwa, meskipun
upaya hukum untuk menjadi futuristi, hukum pada akhirnya akan jauh dari
kenyataan dan sulit untuk diikuti. Oleh karena itu, hukum bukanlah sesuatu yang
telah selesai dan final (finitive scheme), melainkan sesuatu yang terus
berkembang dalam dirinya, berusaha untuk melayani dan memuaskan

individu.t

10 Muslih, “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch
(Tiga Nilai Dasar Hukum,)” Legalitas, Vol. IV, No. 1, Juni 2013, him. 149.
11 Dicky Eko Prasetio, “Bifurkasi Hukum,”: 2-3.



Kehidupan dewasa ini, dengan segala kompleksitasnya, selalu mengalami
perubahan yang dinamis, yang seringkali mencakup berbagai masalah, baik yang
direncanakan maupun tidak. Perubahan tersebut tentunya telah berdampak
signifikan terhadap persepsi, kepedulian, dan perilaku masyarakat terhadap
pranata sosial, dan hukum Islam tidak terkecuali.

Syariat Islam, dalam bentuknya yang sekarang, diharapkan bisa mengatasi
permasalahan yang pada awalnya belum muncul. Hal ini dikarenakan peristiwa-
peristiwa yang terjadi tidak lepas dengan perkembangan ilmu pengetahuna dan
teknologi serta berbagai pola yang terkandung di dalamnya yang masih diadopsi
oleh masyarakat.?

Keuniversalan syariat menuntut hukum fikih untuk selalu mengalami
perubahan supaya tidak kaku menghadapi situasi dan kondisi, hal ini bertujuan
agar hukum fikih baru dan laku. Meskipun teks syariat tidak menyebutkan secara
khusus, tapi perlu sebuah pertimbangan ijtihad supaya bisa hidup secara
berdampingan dengan kehidupan masa Kkini, sesuai dengan tujuan-tujuan syariat.

Persoalan umat memang semakin maju seiring dengan perkembangan
zaman. Sehingga hukum Islam dapat mencover setaip persoalan yang muncul.
Kehadiran hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan, tidak terlepas dari
dalil-dalil keagamaan. Namun, terlepas dari apakah mereka bersumber langsung
dari al-Quran atau tidak langsung dari sunah, semuanya bertujuan untuk

memenuhi kemaslahatan yang berkembang dari waktu ke waktu dan tempat.

12 Misran, “Al-Masalahah Mursalah (Studi Metodolodi Alternatif dalam Menyelesaikan
Persoalan Hukum Kontemporer),” t.k: t.p., t.t.



Bahwa hukum dapat berubah karena pergeseran waktu dan keadaan, berikut

bunyi kaidah ushul fikih:

NN RNIERN Y

Pada hakikatnya, Islam menghadirkan cara hidup yang utuh yang dituntun
oleh Tuhan. Islam harus selalu mampu merespon setiap dan semua situasi yang
muncul sepanjang masa.*® Pada prinsipnya mas/ahah adalah mengambil manfaat
dan menolak kerusakan atau kemafsadatan, seperti bunyi kaidah fikih, yang

sebagai berikut:

CJ/L?.A.IJ\ s e 238 aGdiss

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas
permasalahan yang ada dengan judul “Efektivitas Fatwa DSN MUI di Bidang
Qard di Era Society 5.0 Perspektif Hukum Islam”

B. Definisi Operasional
1. Fatwa DSN MUI
Fatwa DSN MUI menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa adalah
jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu
masalah;** fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah regulasi yang
berkaitan dengan akad gard. Untuk menjamin kejelasan peraturan di era
society 5.0 maka perlu adanya sebuah pembaruan terhadap regulasi tentang

gard. Hal ini dikarenakan menurut penulis apa yang ada pada regulasi gard

8Hendri Kurniawan Adinugraha Mashudi, “Al Maslahah Al Mursalah dalam
Penentuan Hukum Islam,” JIEI Jurnal limiah Ekonomi Islam, 4 (01), 2018, him. 65.
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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sekarang belumlah mengakomodir atau berpihak pada masyarakat
khususnya di era 5.0. Regulasi di sini mengarah pada Fatwa yang
dikeluarkan oleh MUI yakni Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
tentang Qard. Fatwa DSN Nomor: 79/DSN-MUI/1I1/2011 tentang gard
dengan menggunakan dana nasabah
2. Akad Qard
Qard sendiri berasal dari garada asy-syai—yaqriduhu. Al-Qard yaitu
sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Qardialah memberikan
harta kepada orang untuk dimanfaatkan dan pengembaliannya sesuai
kesepakatan.®® Secara istilah gard sebagai penyediaan dana dari persetujuan
antar pihak dengan memberikan pinjaman dengan jangka waktu tertentu.®
Qard adalah sesuatu yang digunakan oleh pemilik untuk dibayar.
Pengertian lain dari gard adalah membirkan harta kepada orang lain untuk
dimanfaatkan dan dikembalikan dengan jumlah yang sesuai dan sesuai
dengan kesepakatan.!” Adapun secara istilah gard artinya memberikan
pinjaman dengan tenggat waktu tertentu dari persetujuan penyediaan dana.®
3. Era Society 5.0
Penyelesaian tantangan permasalahan sosial dengan menggunakan
kencanggihan teknologi atau memasukkan inovasi kecanggihan 4.0 berupa

Internet of Things (l0T), Big Data, Kecerdasan Buatan (Al) dalam setiap

5Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Figih Muamalah dalam
Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), him. 153.
16 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), him. 152.
17 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedia Figih Muamalah dalam
Pandangan 4 Mazhab, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), him. 153.
18 Rachmat Syafe’], Figih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), him. 152.
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segi-segi kehidupan merupakan sebuah realiasasi dari era society 5.0. Hal
tersebut dilakukan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih
selaras dan berkelanjutan.®
4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah rangkaian kata dari “hukum” dan “Islam”. Hukum
Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang
hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa
Arab dan tidak ditemukan dalam al Quran, juga tidak ditemukan dalma
literatur bahasa Arab. Karena itu, secara definitif arti kata itu tidak ditemukan.
Dalam bahasa Inggris kata hukum Islam disebut dengan Islamic Law.

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana Efektivitas Fatwa DSN-MUI di Bidang Qard di Era Society 5.0?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN-MUI di Bidang Qard pada Era Society 5.0
dalam Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui efektivitas Fatwa DSN MUI Akad Qard pada era

society 5.0.

19 Ni Nyiman Lisna Handayani, Pembelajaran: 7.
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b. Untuk menganalisis Fatwa DSN MUI bidang gard di era society 5.0 dalam

perspektif hukum Islam.
2. Manfaat penelitian
Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan
bagi pembaca mengenai Akad Qard, serta era society 5.0.

b. Secara praktis
Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam
perkembangan teknologi yang cepat perlu adanya sebuah regulasi yang
jelas untuk menaungi masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Nurdiyanti dengan judul “Penerapan Akad Qard
Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangkaraya.” Pada
skripsi yang ditulis oleh Nurdiyanti letak permasalahannya bahwa dalam
penggunakan akad gard yang digunakan pada tabungan di koperasi,
menunjukkan bahwa pengurus atau pihak koperasi hanya memahami wadi’ah
yad amanah (titipan murni) belum mengenal wadi’ah yad damanah. Wadi’ah
harus amanah sebagaimana mereka mempercayai pendapat empat mazhab. Pada
praktik penggunaan akad gard telah sesuai, karena tidak ada hal yang
diperjanjikan dalam produk tabungan, dan pihak koperasi tidak membebankan
biaya administrasi bagi anggota koperasi yang ingin mengambil uang simpanan.

Pada fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa posisi anggota menjadi kreditur dan
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koperasi menjadi debitur, hal ini hanya khusus pada produk penyaluran dana
menggunakan akad gard. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurdiayanti
menyatakan bahwa selain akad wadiah ada akad mudarabah dalam perbankan
syariah.?

Skripsi yang ditulis oleh Amala Shabrina dengan judul “Optimalisasi
Pinjaman Kebajikan (A/ Qard) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)”.
Masalah utama dari penelitian ini adalah strategi yang digunakan BMT untuk
menghimpun dana dan mengoptimalkan a/-Qard dan strategi pengoptimalan
dana baitul mal, khususnya produk a/-Qard, tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan strategi tersebut. BMT UMJ menggalang dana,
digunakan untuk mengoptimalkan pendanaan untuk produk a/-Qard. Hasil
penelitian a/-Qard penyaluran dana ke BMT UMJ 2010-2012 tidak berjalan
dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil pengiriman tidak termasuk dalam nilai
FDR standar, yaitu antara 85% dan 110%. Kinerja tahun 2010 sebesar 56,22%
meningkat menjadi 58,24 pada tahun 2010, penurunan pada tahun 2011 dan
turun pada tahun 2012 menjadi 55,22%.%*

Jurnal yang ditulis oleh Andika Yasa dengan judul “Penguatan Reformasi
Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia.” Pada jurnal ini permasalahan
yang dibahas adalah bagaimana caranya memanfaatkan kecanggihan teknologi
dalam upaya reformasi birokrasi dan untuk menyelesaikan permasalah publik

dengan mempertimbangkan sisi-sisi kehumanioraannya. Sedangkan dalam

20 Nurdiyanti, “Penerapan Akad Qard pada Produk Tabungan di Koperasi Insan Mandiri
Syariah Kota Palangkaraya,” SKripsi,

2L Amala Shabrina, “Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (al-Qard) pada BMT (Studi pada
BMT UM, Ciputat,)” Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013)
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penelitian yang dilakukan oleh penulis titik kajiannya adalah bagaiamana
dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih akad gard dapat
mengakomodir permasalahan yang terjadi di masyarakat supaya terwujudnya
masyarakat yang sejahtera dan ditambah dari segi maslahah mursalah.

Tabel 1.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan

1 | Skripsi “Penerapan Sama-sama Pada penelitian
Nuridayanti, | Akad Qard | membahas nuridayanti hanya
Institut Agama | Pada Produk | mengenai akad | membahas
Islam Negeri | Tabungan Di | gard mengenai  akad
Palangka Raya | Koperasi Insan gard  sedangkan
Fakultas Mandiri pada penelitian ini
Ekonomi Dan | Syariah Kota membahas
Bisnis Islam | Palangka mengenai  akad
Jurusan Raya” Qard, regulasi dan
Ekonomi juga diahir
Islam Program penelitian  masih
Studi harus diterapkan
Perbankan dengan kajian
Syariah Tahun maslahah
2020. mursalah
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Skripsi Amala | Optimalisasi Samam berfokus | Pada  penelitian
Shabrina, Pinjaman dan membahas | penulis lebih
Konsentrasi Kebajikan (A/- | mengenai akad | focus mengenai
Perbankan Qard) Pada | gard regulasi

Syariah BMT  (Studi padabidang Qard,
Program Studi | pada BMT Dan Kajian
Muamalat UMJ, Ciputat) Maslahah
Fakultas Moursalah
Syariah  Dan sedangkan pada
Hukum penelitian amalia
Universitas shabrina lebih
Islam Negeri fokus optimalisasi
(UIN) Syarif pinjaman  pada
Hidayatullah akad Qard
Jakarta 2013.

Jurnal Andika | ”Penguatan Sama-sama Penelitian penulis
Yasa, , | Reformasi membahas membahas
Nakhoda: Birokrasi mengenai mengenai  akad
Jurnal  llmu | Menuju  Era | Society 5.0 di | Qard da
Pemerintahan, | Society 5.0 di | Indonesia regulasinya yang
Vol. 20 No. 01 | Indonesia” kemudian

Tahun 2021 nantinya juga
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dikayji dengan
kaidah maslahah

mursalah

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari penelitian agar
memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan
diuraikan dalam 5 (lima) bab, yang dimaksud sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah,
Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian
Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang berisi tinjauan tentang hukum Islam,
Akad Qard, dan maslahah mursalah. Era Society 5.0.

Bab ketiga yaitu membahas mengenai Metodologi Penelitian.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan yang berisi analisis
efektivitas Fatwa DSN MUI di Bidang Qard di Era Society 5.0 dan Analisis
Bagaimana Penerapan Maslahah Mursalah Terhadap Fatwa DSN MUI di Bidang
Qard di Era Society 5.0.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran

yang diajukan berdasarkan hasil penelitian.



BAB I1

KONSEP QARD DAN HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam

1.

Pengertian Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam
menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahmi
dengan pengertian syariah dan terkadang dipahami dengan pengertian fikih.

Secara bahasa, kata syariah berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat
orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan
pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang
jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut,
syariah berarti suatu jalan yang harus dilalui.

Adapun Kkata fikih secara bahasa berarti “mengetahui, memahami
sesuatu”. Dalam pengertian ini, fikih adalah sinonim kata “paham”. Al Quran
menggunakan kata fikih dalam pengertian memahami dalam arti yang umum.
Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada masa Nabi, istilah fikih tidak
hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja, tetapi meliputi pemahaman
seluruh aspek ajaran Islam.??

Hukum Islam adalah rangkaian kata dari “hukum” dan “Islam”. Hukum
Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang

hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa

22 \Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar, IImu Hukum Islam, (tk.: t.p., t.t.), him. 1.
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Arab dan tidak ditemukan dalam al Quran, juga tidak ditemukan dalma
literatur bahasa Arab. Karena itu, secara definitif arti kata itu tidak ditemukan.
Dalam bahasa Inggris kata hukum Islam disebut dengan Islamic Law.

Perkataan hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu Aukm yaitu norma
atau kaidah, yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang digunakan
untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan
antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia dengan Aukm dalam
pengertian norma dalam bahasa Arab sangat erat, sebab setiap perbuatan
mengandung norma atau kaidah sebagai inti.?®

Secara harfiah “Islam” berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima yang
mengandung arti selamat, sentosa, damai, sejahtera. Kata salima diubah
menjadi kata aslama yang berarti berserah diri, memelihara dalam keadaan
selamat sentosa, tunduk, patuh dan taat. Orang yang mengikuti Islam, ia akan
memperoleh keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Secara
terminologis Islam adalah agama Allah yang ajarannya diturunkan kepada
Nabi Muhammad Saw sebagai rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat
manusia.?*

2. Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam

dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan

kehidupan. Pada dasarnya hukum Islam itu bersumber dari al Quran,

23 Sahdi, Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam,
(Surabaya: Pustaka Idea, 2016), him. 14.
24 3ahid, Legislasi Hukum: 15.
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selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunah menetapakan norma-
norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak
norma atau aturan yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat
apabila tidak sesuai. Walaupun demikian, hukum Islam juga mengakomodir
berbagai tradisi yang tidak berlawanan dengan norma-norma ketentuan dalam
wahyu ilahi tersebut.?

Pada fikih kata “sumber” adalah terjemahan dari kata masdar (,-.+),
jamaknya yaitu masadir (»\=-). Kata itu hanya terdapat dalam sebagian
literatur kontemporer sebagai ganti dari kata a/ dalil (s, lengkapnya adalah
al adillah al syar’iyah (v, 9Y)). Dalam literatur klasik, kata masadir al
ahkam al syar’iyyah (is2) S sl2s) tidak pernah digunakan, yang biasa
digunakan adalah adi/lat al ahkam al syar’iyah (i, »S~Y) 4s1). Pada realitas

sekarang, penggunaan dua istilah itu pengertiannya adalah sama, yaitu
sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam oleh kalangan
mayoritas ulama dibagi menjadi empat yakni al Quran, sunah, iima’ dan
giyas.?® Selain itu ada sumber hukum yang tidak disepakti meliputi istihsan,
istishab, ‘urf, maslahah mursalah, syar’'u man qoblana, sad dudzari’ah dan

mazhab sahabat.?’

% Muanif Ridwan, dkk, “Sumber-sumber Hukum Islam dan Impelementasinya (Kajian
Deskriptif Kualitatif tentang Al-Quran, sunah dan Ijma’)”, Borneo: Journal of Islamic Studies,
Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2021, him. 31.

% Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Figh Jinayah, (Surabaya:
Pustaka ldea, 2015) him. 23.

27 Bahrudin, llmu Ushul Figh, (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja,
2019) him. 62.
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a. Al Quran

Menurut Subhi al Salih bahwa al Quran itu artinya “bacaan”, asal
kata gara’a. kata al Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf ul
yaitu magru’ (dibaca).?® Kata al Quran berdasarkan segi bahasa merupakan
bentuk masdar dari kata gara’a, yang bisa dimasukkan pada wazan fi’/an
yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya, magru’, seperti
terdapat dalam suart al Qiyamah ayat 17-18 yang artinya sesungguhnya
atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan
(membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai
membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.

Secara istilah, al Quran adalah:?°

Al G Jshial ) 13U ey e 1 o ez JB Ji0D (5 0 S

) 535y p235alls B2 caul) gl el sl 3

~

Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dalam
bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara
mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf,
dimulai dari surat al Fatihah dan ditutup dengan surat an Nas.

. Sunah

Secara bahasa, sunah berasal dari kata sanna yasunnu sunnatan yang
berarti jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan,
tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Secara

terminologi, pengertian sunah adalah:

79.

28 Muanif Ridwan, dkk, “Sumber-Sumber”: 31-32.
29 M. Noor Harisudin, llmu Ushul Figih I, (Malang: Intrans Publishing, 2020), him. 78-
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,, 5\Jxﬁjw p@’&é&uwd“/fjmu

“Segala yang diriwayatkan dari Nabi Saw, berupa peruatan,

perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.”
c. lima’

[ima’ adalah suatu dalil yang disepakati oleh ulama usul fikih.
Menurut al Juwaini dalam hal ini memandang 7jma’ sebagai dalil kedua
setelah al Quran dan sunah, yang keduanya dipandang sebagai satu dan
menempati urutan pertama dari dalil-dalil syara’. Kehujjahan 7jma’dalam

pandangan al Juwaini terlihat dari pernyataannya sebagai berikut:*

B3GR alls Biles & et plas t\ﬂ!\

Prty

“Ijma merupakan pengikat dan sandaran syariah dan kepadanyalah
bersandarnya syariah.” Selain itu, 7jma’juga berarti kesepakatan, terhadap
sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah ber-jjma’ bila mereka bersepakat
terhadap sesuatu. Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Quran surat
Yusuf ayat 15, yang menerangkan keadaan saudara-saudara Yusuf a.s:

A3 108 25l 3G o) Gsly ) cod o aglad U iy« el 1

O3 w5y

Artinya: Maka katakanlah mereka membawanya dan sepakat
memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka memasukkan dia),
dan (di waktu dia sudah di dalam sumur) kami wahyukan kepada
Yusuf, “Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka
perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi”.

%0 Nawair Yuslem, Al Burhan fi Ushul al Figh Kitab Induk Ushul Fikih Konsep
Maslahah Imam al Haramain al Juwayni dan Dinamika Hukum Islam, (Bandung: Citapustaka
Media, 2007) him. 83-84.
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Secara istilah, ijma’adalah:®!

R
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“Artinya: kesepakatan semua mujtahid dari ijma’ umat
Muhammad saw, dalam suatu masa setelah wafat terhadap hukum

syara’”

d. Qiyas

Menurut bahasa giyas berarti pengukuran sesauatu dengan yang
lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Sedangkan
menurut isitlah, giyas adalah pemindahan hukum yang terdapat pada as/
kepada furu’ atas dasar i/lat yang tidak dapat diketahui dengann logika
bahasa. Sementara, al-Human menyatakan giyas merupakan persamaan
hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan 7//at hukumnya

yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.
Dengan demikian, giyas adalah suatu proses penyikapan kesamaan
hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas dengan suatu
hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam 7//at
nya. Qiyas sangat penting di tengah-tengah problematika manusia yang

terus berkemebang, bunyi nas sudah selesai pada masa Rasulullah saw.

31 M. Noor Harisudin, llmu Ushul: 92-93.
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Dengan giyas, hukum Islam bisa up to date sesuai dengan perkembangan
zaman.®?
3. Ruang Lingkup Hukum Islam
Ada dua masalah pokok dalam ruang lingkup hukum Islam, adalah
sebagai berikut:
a. lbadah

Menurut bahasa ibadah berasal dari bahasa arab yakni a/ ‘ibadah,
yang artinya menyembah atau mengabdi. Adapun secara terminologis
ibadah diartikan dengan peruatan orang mukallaf yang tidak didasari
bahwa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhan-nya. Sementara itu
menurut Hasbi as Siddiqi menatakan bahwa ibadah adalah segala sesuatu
yang dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah Swt dan mengharap
pahalanya.

Pada ahli hukum Islam membagi ibadah menjadi dua bagian yakni
pada bagian pertama ibadah mahdah dan bagian kedua adalah ibadah gairu
mahdah. \badah mahdah adalah ibadah yang tatacara pengerjaannya telah
diatur dan ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasulullah tidak boleh dikurangi
dan tidak boleh ditambah.

b. Mu’amalah
Secara bahasa mu’amalah memiliki arti membuat, bekerja atau

bertindak, sedangkan secara terminologis mu’amalah adalah hukum

82 M. Noor Harisudin, llmu Ushul: 99-100
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amaliah (selain ibadah) yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf

baik secara individu dalam keluarga maupun bermasyarakat.

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan Allah dan Rasulullah

dalam hal-hal mu’amalah terbatas pada persoalan pokok saja. Penjelasan

nabi kalaupun ada tidak terperinci seperti dalam masalsah ibadah, oleh

karena itu bidang mu’amalah sangat memungkinkan untuk dilakukan

modernisasi dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi

sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut.®*

Menurut Abdul Wahab Khallaf ruang lingkup hukum Islam dalam

bidang mu’amalah meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Ahkam ahwal syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)
Ahkam madaniyah (Hukum Perdata Islam)

Ahkam Jinayat (Hukum Pidana Islam)

Ahkam Murafaat (Hukum Acara Peradilan)
Ahkam Dusturiyah (Hukum Perundang-Undangan)
Ahkam Dauliyah (Hukum Tata Negara)

Ahkam Iqtisadiyah wa maliyah (Hukum Ekonomi dan Harta)

4. Pembagian Hukum Islam

Para ulama membagi hukum Islam menjadi dua bagian yakni, pertama

hukum taklifi, dan kedua hukum wad’r:

a. Hukum Taklifi

33 Harun, Figih Muamalah, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), hlm. 2.
3 Abdul Wahab Khallaf, Ushul Figih, (Jakarta: t.p., 2010), him. 64.
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Hukum taklifi adalah titah Allah yang berbentuk tuntutan
mengerjakan atau meninggalkan contoh seperti perintah mengerjakan
salat. Sebagai sebuah tuntutan melakukan atau meninggalkan hukum
taklifi terbagi menjadi lima.

1) Tuntutan Allah untuk harus mengerjakan dan tidak boleh
meninggalkan, jika melakukan mendapatkan pahala dan jika
meningglakan mendapatkan dosa atau ancaman siksaan di akhirat,
tuntutan ini dalam hukum Islam disebut dengan wajib.

2) Tuntutan Allah untuk melakukan tetapi boleh meninggalkan, jika
mengerjakan mendapatkan pahala dan jika meninggalkan tidak
mendapatkan dosa, dalam hukum Islam disebut dengan sunah.

3) Tuntutan Allah untuk harus meningglakan dan tidak boleh
mengerjakan, jika mengerjakan maka akan mendapatkan ancaman
siksaan. Ketentuan ini diistilahkan dengan haram.

4) Tuntutan Allah untuk meningglakan tetapi tidak dilarang juga untuk
mengerjakan, jika mengerjakan tidak mendapat dosa tetapi jika
ditinggalkan mendapatkan pahala, tuntutan ini diistilahkan dengan
makruh.

5) Titah Allah yang menuntut boleh dikerjakan dan boleh ditingglakan,
mengerjakan tidak dapat pahala dan meningglakan juga tidak
mendapat dosa, dalam istilah hukum Islam diistilahkan dengan
mubah.

b. Hukum Wad’i
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Hukum wad’i adalah titah Allah tentang ketentuan yang harus

dipenuhi oleh sebuah pekerjaan, ketentuan ini bisa sebagai sebab, syarat,

mani’ sahih, fasid, ‘azimah, atau rukhsah.

1)

2)

3)

4)

5)

Sebab

Secara bahasa sebab adalah sesuatu yang dapat menyampaikan
kepada yang lain, secara istilah para ulama usu/ fikih mendefinisikan
bahwa sebab adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum,
bila sebab itu ada maka berlangsunglah hukum taklifi dan jika sebab
itu tidak ada maka hukum taklifinya pun tidak berlaku.

Syarat

Secara bahasa syarat adalah penetapan sesuatu, secara istilah syarat
adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah menjadi syarat sahnya
hukum taklifi.

Mani’

Secara bahasa mani’ berarti pencegah secara istilah mani’ adalah
sesuatu yang menghalangi dan menyebabkan tidak adanya hukum.
Sah

Secara bahasa sah adalah, sehat, selamat, atau benar. Secara istilah sah
adalah perbuatan yang telah memenuhi sebab, syarat, rukun dan
terhindar dari mani’.

Batal
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Menurut bahasa batal adalah kebalikan dari sah, secara istilah batal
adalah peruatan yang tidak memenuhi salah satu dari syarat, rukun
atau tidak terhindar dari mani’.

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Fatwa menurut Kamus Besar Bahas Indonesia adalah jawaban berupa
keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu
maslaah dan nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah.®

Fatwa dalam definisi klasik bersifat operasional “ikhtiyariyah”
(pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral
bagi mustafti (orang yang meminta fatwa)), sedang bagi orang selain
mustafti bersifat “7’/imiyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana.
Mereka teruka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa
kepada mufti/seorang ahli yang lain.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang
menyangkut maslaah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa Arab a/ ifia’, al
fatwayang secara sederhana berarti “pemberian keputusan”. Fatwa bukanlah
sebauh keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut
dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dapat dipahami bahwa fatwa

adalah jawaban atas suatu persoalan yang tidak diketemukan dalam al Quran

35 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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maupun hadis atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu
persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.3®

Menurut Prof. Amir Syarifuddin, fatwa atau 7fza’ berasal dari kata
afta, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha
memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang
yang belum mengetahuinya.

Fatwa terpaut dengan fikih, keduanya mempunyai hubungan saling
melengkapi. Fikih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam,
yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fikih dipandang sebagai
kitab hukum (rechtsboeken), sebagai rujukan normatif dalam melakukan
perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan
penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi kepada seorang mufti
untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi.
Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkrit ketentuan fikih
dalam masalah tertentu.’

2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI

Persoalan umat memang semakin maju seiring dengan perkembangan
zaman. Sehingga hukum Islam dapat mencover setaip persoalan yang
muncul. Kehadiran hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan, tidak

terlepas dari dalil-dalil keagamaan. Sehingga proses penetapan fatwapun

% Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 4,
Desember 2017, him. 449.

37 Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia”, Al Musthofa: Journal
of Sharia Economics, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, him. 173.
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selalu memerintahkan hal itu. Secara tidak langsung, fatwa bisa menjadi
salah satu alternatif pedoman dalam memecahkan setiap persoalan dari
kebekuan perkembangan hukum Islam.3®

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi disertai
tuntutan pembangunan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk
pada bidang ekonomi. Di samping membawa berbagai kemudahan dan
kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan baru. Banyak
persoalan yang beberap waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah
terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.®

Fatwa merupakan instrumen hukum yang penting bagi masyarakat
muslim di Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan sejak zaman
kolonial. Dalam catatan Nico Kaptein selama rentang abad 19 dan 20,
produk fatwa yang ada di Indonesia dapat ditemukan di tiga bentuk. Pertama,
fatwa individu bercorak trandisionalis yang direpresnetasikan oleh
manuskrip berjudul muhimmatu al nafais fi bayani as’ilat al hadis, berisi
kompilasi fatwa dari beberapa ulama yang sebagain besar dari Syekh Zaini
Ahmad Dahlan, mufti Mekah bermazhab Syafi’i. Kedua, fatwa individu
bercorak modernis diwakili oleh buku karya A. Hassan dengan judul soal
jawab yang berisi fatwa-fatwa dihimpun dari majalah pembela Islam periode

1929-1935. Ketiga, fatwa komunal yang dikeluarkan oleh oraganisasi atau

3 Muhammad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, “Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI
Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah”, Al Igtishod,
Vol. 9, Issue 2, Juli 2021, him. 60.

39 Muhamad Ibnu Afrelian, Imahda Khoiri Furqon, “Legalitas dan Otoritas Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga Keuangan
Syariah”, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 5, No. 2, 2018, him. 1.
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lembaga keagamaan seperti hasil bahsul masail Nadhatul Ulama, fatwa
majelis tarjih Muhammadiyah, dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia.*°

Pada tahun 1990 dalam acara lokakarya yang banyak melakukan
pembahasan terkait dengan bunga bank, pengembangan ekonomi rakyat
melalui pendirian lembaga perbankan yang sistem operasionalnya
berdasrkan prinsip syariah. Pada saat itulah para ulama dan cendekiawan
muslim juga merencanakan pembentukan suatu dewan syariah berskala
nasional dalam rangka memberikan regulasi berupa fatwa sesuai dengan
ketentuan syariah. Hal itu juga dibahas dalam lokakarya tentang reksadana
syariah pada tahun 1997. Maka pada pertemuan lokakarya tersebut telah
disepakati bersama mengenai pembentukan dewan syariah nasional yang
kemudian disingkat menjadi DSN.*

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara structural
berada di bawah MUI. Tugas MUI adalah menjalankan tugas MUI dalam
menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah,
baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun
yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksdukan oleh MUI
sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama untuk efisiensi dan
koordinasi para ulama dalam menggapai isu-isu yang berhubungan dengan

masalah ekonomi dan keuangan.*2

40 Awaludin, Andis Febrian, “Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan
Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Alhuriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 2,
Juli-Desember 2020, him. 197.

41 Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, “Eksistensi Kedudukan”: 57

42 Muhamad Ibnu Afrelian, Imahda Khoiri Furqon, “Legalitas dan Otoritas”: 4-5.
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Adapun peran dan tugas DSN-MUI adalah sebagai berikut:

a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat dewan pengawas syariah di masing-
masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait.

b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan ketentuan/peraturan yang
dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti kementerian keuangan dan
bank Indonesia.

c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama
yang akan duduk sebagai dewan pengawas syariah pada suatu lembaga
keuangan syariah.

d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan
dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga
keuangan dalam maupun luar negeri.

e. Memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh
dewan syariah nasional.

f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan

apabila perintah tidak didengar.

DSN-MUI memiliki peranan yang besar dalam perkembangan
ekonomi syariah di Indonesia. Walaupun kedudukan fatwa yang
dikeluarkannya hanya bersifat sebagai anjuran. Kepatuhan terhadapnya bisa
ditaati atau tidak. Sehingga ketidakpatuhan terhadap fatwa tidak akan

mendapat sanksi hukum, hanya sebatas mendapat sanksi sosial. Adapun
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kedudukan fatwa memaksa harus ditaati dan bernilai sanksi hukum bagi
yang tidak melaksanakannya adalah ketika kedudukan fatwa tersebut
diadopsi dan dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia yakni, undang-undang perbankan syariah, wakaf, zakat,
peradilan agama, surat berharga syariah negara (SBSN), produk halal dan
peraturan perundang-undangan yang lainnya.*?
C. Konsepsi Akad Qard
1. Pengertian Akad Qard

Utang-piutang dalam Islam dikenal dengan istilah a/-Qard. Qardsecara
etimologi berarti potongan, yang dimaksud dengan potongan dalam konteks
ini adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang.
Qard juga berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Jika dilihat
secara etimologis pinjam-meminjam adalah menyerahkan harta kepada yang
menggunakannya, dan suatu saat akan dikembalikan gantinya. Menurut
istilah fikih, gard adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk
dikembalikan suatu saat tanpa adanya tambahan.**

Sedangakan gard secara istilah menurut ulama Hanfiah adalah harta
yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk
membayar atau mengembalikannya. Ulama Malikiah menjelaskan bahwa
yang dimaksud dengan akad gard adalah menyerahkan harta yang

bermanfaat dengan (kewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan

4 Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, “Eksistensi Kedudukan™: 61.
4 Azizah Fatmawati, dkk, “Penerapan Efektifvitas Qard Pada Masa New Era Setelah
Covid-19 Dengan Sistem Online,” Al Atsman, him. 80.
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yang menjadi tanggun jawab (peminjam) untuk dimanfaatkan semata,
kemudian menurut ulama syafi’iyah menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan gard secara istilah ialah memindahkan kepemilikan barang untuk
dikembalikan gantinya (yang sepadan), dan ulama Hanabilah menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan gardadalah menyerahkan harta dengan tujuan
membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan
gantinya yang sepadan.*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, gard adalah penyediaan
dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara
tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.*®

2. Landasan Hukum Akad Qard

Qard merupakan salah satu produk dari perbankan syariah yang
diperbolehkan, dimana hukumnya adalah sah dan tidak bertentangan dengan
syariah. Pembiayaan gard mempunyai landasan syariah yang mengacu pada
dalil-dalil dalam hukum Islam yang bersumer dari al-Quran, hadis antara lain
adalah firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 245, yang sebagai
berikut:

g Latatsg fads g 58 Gkl U Akaiall Vs B 0 1o 2 (005 20

S5

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkan bertanya di jalan Allah), maka Allah akan

4 Jaih Mubarok, dkk, Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Starta 1,
(Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021) him. 109-110.

4 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, Cet-3, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2013), him. 334.
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memerlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang
banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

Selain ladasan yang berasal dari al-Quran, gard juga memiliki landasan
yang berasal dari hadis, yakni hadis Ibnu Majah meriwayatkan yang
bersumber dari Ibnu Mas’ud yang bunyinya adalah sebagai berikut:

SV o 5 Uogh e o e 23 G 206 s o o O s3hes ) 0
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Dari Ibn Mas’ud, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang
muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali,
melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali” (H.R. Ibnu Majah)

Kemudian hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rifa’
r.a, yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda
kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta
shadagah. Beliau memerintahkan Abu Rifa’ kembali kepada beliau dan
berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang
usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu
kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam
membayar utang. (H.R. Muslim).

Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, yang sebagai berikut:

o
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47 1bnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Maktabah Abi Al- Mua’thi), Jilid ke-5, him. 510.
48 Al-Bukhari, Shahih Bukhori, Cet. Ke-1 (Beirut: Darul Ilmiah, 1992), him. 280.
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“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al
Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur
bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil

harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka

Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang

mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka

Allah akan merusak orang itu".

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan kepada
orang yang berutang, hendaknya ia melunasi utangnya dengan baik dan
melarangnya untuk mengambil harta orang lain (tidak membayar utang)

Selain dari al-Quran dan hadis yakni kesepakatan ulama (ijma’) tentang
bolehnya gard karena adanya kebutuhan (Zajah) untuk melakukannya dan
termasuk atau bagian dari saling menolong dalam kebaikan serta tagwa (Q.S.
al-Maidah ayat 2), dan sah dilakukan dengan cara ijab dan gabul®

3. Rukun dan Syarat Qard

Adapun rukun-rukun ada tiga, yang sebagai berikut:>°

a. Sigat
Yang dimaksud dengan sigat dalam akad gardadalah ijabdan kabul,
Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa 7jab dan gabul/itu sah dengan
lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti
kata, “Aku memberimu uang”, atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula
gabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku

berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

b. ‘Aqidain

49 Jaih Mubarok, dkk, Ekonomi Syariah: 111.
%0 Mardani, Figh Ekonomi: 335.
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Yang dimaksud dengan ‘agidain adalah (dua pihak yang melakukan
transaksi) merupakan pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat
bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid,
dapat membedakan baik dan buruk).

. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagi berikut: harta berupa
harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis
yang sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang
mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat
ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Harta yang diutangkan
disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Harta
yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui
sifatnya.

Sedangkan untuk syarat-syarat gard adalah sebagai berikut:

. Akad garddilakukan dengan sigat ijab gabulatau bentuk lainnya yang bisa
menggantikannya, seperti cara mu’athah (melakukan akad tanpa ijab
kabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut syafi’iyyah
cara mu’athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun
penerima pinjaman adalah orang balig, berakal, bisa berlaku dewasa,
berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru’
(berderma), karena gardadalah bentuk akad tabarru’, oleh karena itu tidak

boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang
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dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan

seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena

mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad
tabarru’

c. Menurut hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta misli.
Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja
yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta gimiy
seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan,
bilangan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti
gandum yang bercampur dengan jelas (sejenis padi-padian) karena sukar
mengembalikan gantinya.

D. Era Society 5.0.

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang
demikian sangat mengagumkan, memang telah membawa berbagai manfaat bagi
kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya
menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan
oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga dengan ditemukannya
formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser
posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas

keseharian. Ringkas kata kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui
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dan dirasakan oleh banyak kalangan yang mana hal tersebut membawa sebuah
kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan umat manusia.®

Society 5.0 merupakan konsep yang mengimplementasikan teknologi pada
revolusi industri 4.0 dengan mempertimbangkan aspek humaniora sehingga
dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan menciptakan
keberlanjutan. Melalui teknologi Al pada industri 4.0, big data atau mahadata
pada seluruh aspek kehidupan dapat dikumpulkan melalui internet dan diubah
menjadi pengetahuan baru yang mampu membangun kehidupan manusia yang
lebih berarti. Jika Industri 4.0 menempatkan teknologi hanya sekadar sebagai
mesin atau alat untuk mengakses informasi, maka di era society 5.0 menekankan
bahwa teknologi dan fungsinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.>?

Era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 berlangsung secara cepat dan
menghapus segala pakem-pakem lama yang berjaya dan berkuasa serta
menggantikannya dengan pola tatanan baru. Teknologi digital menjadi motor
pergerakan revolusi 4.0, kecerdasan buatan yang dipadukan dengan internet of
thing (IoT) yang dibackup dengan big data mampu mengolah data dalam skala
raksasa dan memaparkan sebuah kondisi secara virtual serta memberikan solusi

untuk pengambilan keputusan yang tepat, efektif dan efisien.>

51 Jefri Trantang, dkk, “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi
Industri 4.0 di Indoensia”, Jurnal Al Qardh, Vol. 4, Juli 2019, him. 61.

52 Shiddiq Sugiono, “Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0 (Digital
Content Industry in Society 5.0 Perspective),” Junrnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Komunikasi), Vol. 22, No. 2, Desember 2020, him. 176.

53 Suherman, dkk, Industry 4.0 vs Society 5.0. (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020),
him. 4-5.
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Society 5.0 menciptakan pola baru terhadap tatanan kehidupan
masyarakat. Masyarakat sebagai ekosistem yang cerdas. Pengaruh teknologi dan
cyber telah mengubah pola piker masyarakat. Society 5.0 mengajarkan manusia
untuk dapat mengintegrasikan kehidupan antara dunia maya dan dunia phisik
secara baik dan seimbang, sehingga akan terjadi keselarasan terhadap
peningkatan kehidupan masyarakat.

Dalam society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui perkembangan
kemajuan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan
masalah ekonomi. Perkembangan teknologi menjadi kunci untuk merealisasikan
konsep society 5.0. Society 5.0 masyarakat memanfaatkan kemajuan dan
kecanggihan teknologi. Society 5.0 mengubah pola kehidupan yang selaras
dengan teknologi. Teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia dalam
memenuhi kebutuhan hidup.®*

1. Interaksi Sosial dengan Wellbeing

Society 5.0 tidak hanya fokus pada perkembangan teknologi semata,
namun menyeimbangkan dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial.
Secara keilmuan era revolusi 4.0 sekaligus society 5.0 untuk menggambarkan
berbagai cara mengintegrasikan teknologi cyber baik secara fisik maupun
secara non fisik dalam inovasi. Interaksi inovasi deng wellbeing adalah
fenomena yang merespons kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian
kebutuhan akan kesenangan manusia sesuai situasi saat ini. Dengan

memanfaatkan teknologi, inovasi dilakukan melalui internet of things (IoT).

%4 Suherman, dkk, Industry: 29-30.
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Society 5.0 merupakan interaksi inovasi dan wellbeing yaitu untuk
menciptakan nilai tambah dengan mengaplikasikan solusi baru pada maslaah
yang ada aspek multidimensional.

Inovasi dengan wellbeing berkolaborasi untuk menciptakan
kebahagiaan masyarakat teknologi informasi. Kemampuan berpikir kreatif
dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Society 5.0
diharapkan mampu mewujudkan inovasi cerdas melalui peningkatan dan
pemerataan kulaitas kehidupan, perluasan akses dan relevansi dalam
mewujudkan kebahagiaan setiap orang. Ruang gerak interaksi manusia telah
berada dalam dunia yang terdigitalisasi di era revolusi industri 4.0 ini. Untuk
itu, ide mengintegrasikan inovasi dan wellbeing ke arah digital mulai
didorong ke arah inovasi ini cukup responsif dengan perkembangan zaman
yang akrab dengan sistem internet.

Semua inovasi dan wellbeing merevolusi kebiasaan konvensional,
menjadi serba digital yang menawarkan kemudahan dan efisiensi waktu dan
biaya untuk memudahkan, menyamakan dan menyeimbangkan kebutuhan
akan kebahagiaan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga timbul simbiosis
mutualisme antara invoasi dan wellbeing.>®
. Kejahatan Cyber

Pencapaian perbaikan masyarakat memerlukan kebutuhan keamanan
masyarakat yang dijunjung tinggi oleh penguatan wilayah setempat,

merupakan syarat terhindar dari pengaruh dan bahaya yang meresahkan,

%5 Suherman, dkk, Industry: 31-33.
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termasuk yang merupakan perbuatan maksiat. Hal ini berlaku bagi
perkembangan kejahatan maupun bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, kejahatan yang sudah dilakukan dengan memanfaatkan peluang
yang ditawarkan oleh instrumen modern yang nyaman dan peralatan mutakhir
tidak lagi dianggap tradisional. Akibatnya, kejahatan menjadi dimensi baru.
Istilah ini untuk memaknai suatu kesalahan yang terkait denan peningkatan
ekonomi masyarakat dalam budaya modern, di mana pelakunya terdiri dari
orang kaya, terpelajar, terorganisir (termasuk dalam white collar crime).
Tingginya mobilitas kejahatan yang terjadi tidak hanya dalam satu wilayah
tetapi juga antar wilayah, bahkan melintasi batas wilayah, dan bersifat
transnasional. Metode tersebut memanfaatkan peralatan mutakhit,
memanfaatkan kelemahan sistem hukum, dan sistem manajemen. Korban saat
ini tidak individu tetapi saat ini sangatlah kompleks dalam mengejar
pengumpulan daerah, negara dan korban potensial tidak segera menyadari
bahwa mereka terluka.>®

Kehadiran internet saat ini tidak hanya memberi kemudahan akses
informasi, tetapi turut memunculkan berbagai aksi kejahatan. Salah satunya
adalah kejahatan siber atau cyber crime. Kejahatan ini muncul sebagai salah
satu dampak negatif pesatnya perkembangan internet. Cyber crime sendiri
merupakan sebuah bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan

teknologi internet. Mudahnya bisa dipahamai bahwa kejahatan siber atau

% Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber crime) dan
Antisipasinya Dengan Penal Policy,” Yustisia, Vol. 5, No. 1 Januari-April 2016, hIm. 53.
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cyber crime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan

menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer serta

telekomunikasi.>’

Munculnya tindak kejahatan dunia maya yang dapat dimanfaatkan oleh
sebagian orang merupakan suatu hal yang negative. Maka, dari itu perlu
adanya penegakan hukum untuk mengimbangi kejahatan yang terjadi di dunia
maya, agar supaya pelakunya dapat diproses secara hukum. Adapun macam-
macam dari kejahatan dunia maya adalah sebagai berikut:>®
a. Carding, merupakan suatu bentuk penyalahgunaan di dunia maya (cyber

crime) dengan cara berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu
kredit orang lain, yang diperoleh secara illegal, biasanya dengan mencuri
data-data dari internet.

b. Hacking, merupakan kegiatan menerobos program komputer milik
orang/pihak lain, dengan maksud-maksud tertentu secara melawan hak.
Sedangkan memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu
serta terobsesi mengamati keamanannya.

c. Cracking adalah suatu kegiatan hacking untuk tujuan jatah, sedangkan
cracker adalah hacker bertopi hitam (black hat hacker).

d. Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain,
seperti yang pernah terjadi pada situs menkominfo dan Partai Golkar, Bank

Indonesia dan Sistus KPU saat Pemilu. Tindakan deface adalah semata-

5 Vanya Karunia Mulia Putri, “Cyber Crime: Definisi, Jenis dan Contohnya”,
amp.kompas.com, diakses pada tanggal 19 September 2022.

58 Antoni, “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online,” Nurani, Vol.
17, No. 2, Desember 2017, him. 263.
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mata iseng, untuk unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program
namun tak jarang ada juga yang mencuri data-data tertentu untuk
kemudian dijual pada pihak lain.

e. Phising, kegiatan memancing pemakai komputer di Internet (user) agar
mau memberikan informasi data diri pemakai dan kata sandinya pada
suatu website yang sudah di deface. Phising biasanya diarahkan kepada
pengguna online banking, isian data pemakai dan password yang vital.

f. Spamming, adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik yang
tak dikehendaki oleh pemilik email.

g. Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu
software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak
suatu software atau operating system. Malware terdiri dari berbagai
macam yakni: virus, worm, Trojan horse, adware, browser hijacker dan
lain sebagainya.

3. Perbedaan antara Era 4.0 dan Era Society 5.0
Di tengah ramainya kemajuan teknologi dan gerakan revolusi industri

4.0 di Indonesia, sedangkan gerakan society 5.0 dimana diterapkan di Jepang.

Industri 4.0 berawal dari konsep industri di Jerman yang didasarkan pada

enam pilar yang berdampak positif terhadap perekonomian, yaitu masyarakat

digital, energi berkelanjutan, mobilitias cerdas, hidup sehat, keamanan sipil
dan kemajuan teknologi.
Konsep society 5.0 sebenarnya telah dipromosikan oleh pemerintah

Jepang pada tahun 2015. Tidak lagi berpusat pada industri, konsep 5.0 dimana
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lebih berpusat pada orang-orangnya atau dalam hal ini adalah masyarakat.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai penggerak, pemerintah

Jepang menginisiasi gerakan itu untuk meningkatkan dan menciptakan

masyarakat yang superpintar.

Adapun kesamaan antara industri 4.0 dan society 5.0, adalah sebagai
berikut:

a. Sama-sama menekankan teknologi 10T, Al, Smart Machines, knowledge
management, dan smart web untuk mewakili konektivitas.

b. Keduanya menekankan pada bagaimana cara orang berkomunikasi dengan
menggunakan mesin atau orang lain melalui intelligent machine yang
tersedia.

c. Sama-sama memiliki kekuatan untuk melakukan multitasking melalui
berbagai jenis media otomatis dan platform komputasi.

d. Keduanya sama-sama menekankan bahwa pekerjaan di era ini sudah
bukan lagi sekedar single-job per jam, melainkan merupakan proses yang
selalu berjalan dengan proses lain atau sebagai medium ke prosedur yang
lain.

e. Sama-sama menekankan para pergerakan bebas dari satu proses produksi
ke proses lainnya dan memerlukan lebih sedikit protocol untuk
menyelesaikan pekerjaan.

f. Keduanya mempertimbangkan rekayasa keberlanjutan di tengah-tengah

perkembangan teknologi progresif yang dikerahkan secara material
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dengan memastikan pelestarian alam dan ekologi masih dalam kondisi
baik.
Adapun perbedaan antara industri 4.0 dan society 5.0, adalah sebagai
berikut:>®

b. Industri 4.0 berfokus pada bagaimana menotomasi sebuah pekerjaan,
sementara industri 5.0 fokus pada bagaimana mengoptimasi jam kerja
untuk menyelesaikan pekerjaan.

c. Industri 4.0 berfokus pada efektivitas otomasi sebuah mesin dan teknologi,
sementara industri 5.0 fokus pada bagaimana mengoptimasi pengetahuan
seseorang dengan bantuan Al.

d. Industri 4.0 berfokus pada sistem komputerisasi, sementara industri 5.0
fokus pada bagaimana mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin

untuk keberlangsungan dan kesejahteraan manusia.

% Anonim, “Mengenal Revolusi Industri 5.0, djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada
tanggal 18 Juni 2023.
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METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan keputustakaan (library research) yaitu
penelitian yang dilakaukan dengan mendapatkan sumber kepustakaan untuk
penelitian. Salah satu ciri dari penelitian kepustakaan adalah penelitian. Salah
satu ciri dari penelitian kepustakaan adalah peneliti berhadap langsung dengan
teks kejadian atau orang serta benda-benda lainnya.®® Berdasarkan jenisnnya,
gejala gejala yang terjadi pada kehidupan manusia. Metode analisis yang
digunakan menggunakan deskriptif analisis kualitatif. Data pada penelitian
kualitatif tidak berbentuk angka yang dapat diperolenh dari rekaman,

pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis lainnya.5!

. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah atau
dokumen resmi negara merupakan bahan hukum primer.®? Selain itu bahan
hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh cabang kekuasaan
pemerintahan atau badan yang memiliki otoritas hukum.®® Adapun bahan

hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

21,

60 Mestika Zed, Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), him.

61 Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik),

(Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), him.213.

62 Muhaimin, Metode: 48.
63 Muhaimin, Metode: 57.
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PBI Nomor 7/46/PBI1/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Pengeluaran
Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syariah.

PBI Nomor 9/91/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
Bank Syariah.

SE Bl No. 10/14/DPbS/2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
Bank Syariah.

SE Bl No. 14/7/DPbS Tahun 2012 perihal Produk Qard Beragun Emas
Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard.

Fatwa DSN No: 79/DSN-MUI/INI/2011 tentang Qard dengan

Menggunakan Dana Nasabah.

. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku hukum, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, makalah

hukum, artikel hukum dan pendapat ahli hukum, semua hal tersebut dikatakan

sebagai bahan hukum sekunder atau dikatakan juga bahan hukum sekunder

adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Sementara itu,

Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa semua publikasi tentang

undang-undang yang bukan merupakan dokumen resmi merupakan bahan
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hukum sekunder. Dokumen resmi seperti: jurnal hukum, buku teks hukum,
kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
c. Bahan Hukum Tersier
Ensiklopedia hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum
merupakan bahan hukum tersier, bisa dikatakan juga bahwa bahan hukum
tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum
primer dan sekunder.®*
C. Pendekatan Penelitian
Berkaitan dengan itu, pendekatan dalam penelitian hukum diperlukan
untuk memahami materi yang termasuk pokok bahasan dalam penelitian hukum.
Pendekatan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain
atau merancang metode untuk mengkomunikasikan informasi tentang berbagai
topik. Selain itu, pendekatan digunakan sebagai sarana untuk membantu
masyarakat memahami dan memahami permasalahan tertentu.®®
Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian
seperti pendekatan koseptual atau conceptual approach dan pendekatan
perundang-undangan (statute approach). Pengembangan pandangan doktrin-
doktrin ilmu hukum merupakan sebuah bentuk pendekatan konseptual
(conceptual approach). Sementara itu, pendekatan perundang-undangan (statute

approach) merupakan pendekatan yang berangkat dari kesesuaian dengan

64 Muhaimin, Metode: 62.
5 Muhaimin, Metode, 55.
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hirarki perundang-undangan. Maka dari itu antara pendekatan dan permasalahan
yang dikaji memiliki sebuah kesesuaian atau kesinambungan.%®
. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan strategi pengumpulan data berbasis dokumentasi
untuk mengumpulkan data. Pendekatan penelitian ini meniliti bahan dokumenter
tertulis, seperti teks, buku, surat harian, artikel, dan sejenisnya. Hasil pemikiran
seseorang yang diterbitkan dalam sebuah karya seperti teks buku atau suatu
naskah yang dipublikasikan. Lalu diinterprerasikan, dianalisis guna memahami
sebauh persoalan yang dibahas.®’
. Teknik Analisis Data

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menghasilkan data
deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau tidak tertulis dari orang-orang yang
dapat didukung oleh tinjauan pustaka yang didasarkan pada tinjauan yang
tersedia, data yang dipahami dengan baik dengan maksud untuk memahami
fenomena subjek penelitian.®® Selain itu metode kualitatif juga metode yang
berasal dari ungkapan, tingkah laku dan tulisan yang mana hal tersebut dapat
diobservasi dari manusia. Sebagai metode yang menghasilkan data yang
deskriptif-analitis, maksudnya adalah apa yang diteliti baik ungkapan secara
tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh responden dan perilaku yang

dilakukan, hal tersebut merupakan sesuatu yang utuh. Jadi peneliti yang

8 Muhaimin, Metode: 57.

67 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami,
(Yogyakarta: PT Pustaka Baru), him. 23.

8 |_exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 2009), him. 4.
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menggunakan metode kualitatif ini bukan mencari kebenaran belaka, tapi untuk
dapat memahami kebenaran tersebut.

Peneliti kemudian menggunakan metode analisis deskriptif untuk
mengumpulkan data yang dapat dipercaya. Suatu penelitian yang disebut analisis
deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang realitas objek
yang diteliti.®® Sementara itu menurut Whitney metode ini merupakan
menginterpretasi untuk pencarian fakta. Kemudian menurut Moh. Nazir, yang
mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari
suatu fenomena yang mempengaruhi masyarakat, masalah-masalah yang terjadi
di masyarakat, situasi-situasi, hubungan kegiatan antar masyarakat, sikap antar
masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Metode kualitatif ini juga
bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masa sekarang, ungkap
Winarno Surkahmad. Pada dasarnya penelitian yang menggunakan metode
kualitatif ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tapi
meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data itu. Dan metode deskriptif
analitis merupakan suatu penelitian yang tujuannya memberitahu gambaran
yang senyatanya pada objek yang diteliti secara objektif.

. Metode Penyajian Data

Pada suatu penelitian pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang

sistematis terhadap bahan hukum. Sistematis yang dimaksud adalah bagaimana

analisis dan konstruksi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan

8 Sukandarrumudi, Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula),
(Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004), him. 104.
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menklasifikasikan bahan-bahan hukum yang tertulis. Dan secara prosedural
kualitatif akan menyajikan informasi yang dalam bentuk sebuah naskah atau
gambar, yang mana hal tersebut merupakan hasil data yang naratif.

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan teknik naratif sistematif. Teknik ini menurut Milles dan
Hubermen dilakukan dengan melalui 3 alur, yang sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Reduksi data adalah suatu proses kegiatan yang tujuannya untuk
memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap penelitian, hal ini untuk
mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, dan sesuai dengan
apa yang dikehendaki oleh peneliti. Adalah dengan cara mengumpulkan dan
memfokuskan terhadap hal-hal yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai
dengan tema.
2. Penyajian Data
Agar peneliti dapat menentukan dan merencanakan tahapan selanjutnya
sesuai dengan hasil yang telah dipahami, reduksi data adalah bagaimana
peneliti dalam kegiatan ini dapat mempermudah untuk memahmai apa yang
telah terjadi dengan objek penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Langkah ketiga dalam analisis data kualtatif menurut Miles dan
Hubermen adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tiga hal utama
tersebut merupakan hal-hal yang saling berkaitan selama dan setelah proses

pendataan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru
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yang belum pernah terjadi sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran
suatu objek yang sebelumnya masih kabur sehingga setelah diteliti menjadi

jelas.



BAB IV
EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI DI BIDANG QARD

DI ERA SOCIETY 5.0 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Efektivitas Fatwa DSN MUI di Bidang Qard pada Era Society 5.0

Era industrialisasi menandakan bahwa perkembangan teknologi yang
sangat cepat, hal tersebut juga berdampak kepada masyarakat, hubungan antar
wilayah, antar negara yang tidak ada batasannya lagi. Dengan demikian
perkembangan tersebut tidak dapat dielakan oleh masyarakat Indonesia yang
sedang membangun di era reformasi, yang sudah dihadapkan dengan krisis
politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini harus segera ditangani oleh bangsa
Indonesia sendiri, agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang begitu
cepat.”®

Reformasi konstitusi telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia
adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa
“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut memiliki makna
bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi,
adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin
persamaan setiap warga negara dalam hukum serta jaminan keadilan bagi setiap
orang mempunyai wewenang oleh pihak yang berkuasa. Artinya, dengan adanya

supremasi hukum diharapkan dapat melahirkan ketertiban (order) atau tata

0 Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan
Antisipasinya Dengan Penal Policy,” Yustisia, Vol. 5, No. 1, Januari-April 2016, him. 53.
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kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat, dengan demikian pada
gilirannya hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas bagi sebuah negara.”

Seiring dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia
khususnya bagi umat Islam. Persoalan-persoalan yang selalu mengemuka seperti
persoalan ekonomi. Islam mengakui adanya perbedaan dan kekayaan pada setiap
orang, perbedaan itu diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan
keterampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh
menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang
miskin. Kurangnya program-program efektif untuk mereduksi kesenjangan
sosial yang terjadi selama ini dapat mengakibatkan kehancuran. Distribusi
kekayaan dan pendapatan yang merata bukan berarti sama rata sebagaimana
paham kaum komunisme, tetapi ajaran Islam mewajibkan setiap individu untuk
berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sangat melarang seseorang
menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya.

Qard secara etimologi artinya memotong. Kenapa disebut dengan gard
sebab orang yang meminjamkan hartanya adalah memotong sebagian hartanya.
Selain itu gard juga diartikan sebagai dana talangan atau pinjaman bagi orang
yang membutuhkan dana cepat, dan gard ini merupakan salah satu jasa bank
dalam melayani masyarakat, selain kafalah, hiwalah dan lain-lain.

Begitu juga dalam pelaksanaannya akad gard juga harus dilandasi sebuah

regulasi yang jelas, sebagaimana bahwa negara Indonesia merupakan negara

I Wicipto setiadi, “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi
Hukum,” Jurnal Rechstvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 1, Januari-April
2012, him. 2.
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hukum. Selain dengan regulasi yang jelas, regulasi tersebut juga harus bisa

mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat.

Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang A/ Qard, pada
fatwa tersebut menyebutkan yang sebagai berikut:
Pertama, pada fatwa tersbut menjelaskan ketentuan umum

a. Al Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mugtarid) yang
memerlukan.

b. Nasabah a/-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada
waktu yang telah disepakati bersama.

c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

e. Nasabah a/-Qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela
kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya
pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan
ketidakmampuannya. LKS dapat:

1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.
Kedua, menjelaskan tentang sanksi

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian

atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS

dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.



56

b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat
berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.

c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi
kewajibannya secara penuh.

Fatwa DSN Nomor: 79/DSN-MUI/I11/2011 tentang A/ Qard dengan
Menggunakan Dana Nasabah, pada fatwa tersebut menyebutkan, yang
sebagai berikut:

Pertama, menjelaskan tentang ketentuan umum:

a. Qardadalah suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepada nasabah sebagai
utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan
dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah disepakati

b. Dana nasabah adalah dana yang diserahkan oleh nasabah kepada LKS
dalam produk giro, tabungan atau deposito dengan menggunakan akad
wadi’ah atau mudarabah sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI
Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, fatwa DSN-MUI Nomor:
02/DSN-MUI/1V/2000 tentang tabungan dan fatwa DSN-MUI Nomor:
03/DSN-MUI/1V/2000 tentang deposito.

Kedua, menjelaskan penyaluran dana gard dengan dana nasabah:

a. Akad gard dalam lembaga keuangan syariah terdiri atas dua macam:

1) Akad gardyang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana
dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
tentang a/-Qard, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transakis

lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
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2) Akad gard yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi
transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu’awadah (pertukaran
dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan.

b. Akad atau produk yang menggunakan akad gard sebagai sarana atau
kelengkapan bagi akad mu’awadah sebagaimana dimaksud pada angka 1.b
di atas, termaktub antara lain dalam:

c. Akad gard sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a tidak boleh
menggunakan dana nasabah.

d. Akad gard sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b boleh menggunakan
dana nasabah.

e. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan
mu’awadah yang dilengkapi dengan akad gard sebagaimana dimaksud
dalam angka 2 harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai
akad yang dilakukan.

Aturan di atas merupakan aturan yang menjelaskan akad gard, yang mana
aturan tersebut aturan yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk fatwa. Perlu
diingat bahwa adanya peraturan tersebut sudah cukup lama kehadirannya di
sekitar kita. Namun, dengan perkembangan teknologi perlu adanya sebuah revisi
atau pembaruan tentang aturan-aturan tersebut. Perubahan ini dilakukan karena
aturan-aturan tersebut masih dalam bentuk universal atau umum. Adanya
perubahan hukum merupakan sebuah bentuk kontekstualisasi dengan adanya

perkembangan zaman dalam hal ini ilmu pengetahuan dan teknologi.
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Antara teknologi dan sistem sosial memiliki saling keterkaitan satu sama
lain dengan prosedur hukum, yang berakibat pada sistem sosial-ekonomi,
analisis sektoral maupun inter sektoral. Selain itu di setiap kehidupan
masyarakat diatur oleh perturan-peraturan hukum. Maka dari itu perubahan-
perubahan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi
mengharuskan hukum bisa beradaptasi atau menyesuaikan waktu.”? Seperti

dalam kaidah yang bunyinya sebagai berikut:

“Bahwa hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman dan
keadaan”.”® Selian itu juga ada adagium yang bunyinya seperti ini “Ubi societas
ibi ius,” yang memiliki arti bahwa di mana ada masyarakat, ada hukum di
dalamnya. Jelas bahwa hukum merupakan suatu alat untuk menertibkan,
mendamaikan dan menata kehidupan suatu bangsa untuk mewujudkan sebuah
keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.”* Senada dengan itu yang
diungkapkan oleh Rescoe Pound “law is the tool of social engineering” bahwa
hukum itu sebagai sarana atau alat dalam perubahan dalam masyarakat.” Begitu
pula menurut para ahli hukum itu memiliki unsur-unsur yang sebagai berikut:"®

a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban

b. Hukum sebagai sarana pembangunan

2 Galih Dwi Ramadhan, “Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intellegence Di
Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0,” Tesis, (Yogyakrta: Universitas Islam Indonesia, 2022),
him. 11-12.

3 Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, “Al Maslahah Al Mursalah”: 65.

4 Galih Dwi Ramadhan, “Perlindungan Hukum,”: 23.

5 Dicky Eko Prasetio, “Bifurkasi Hukum,”: 1.

76 Galih Dwi Ramadhan, “Perlindungan Hukum,”: 23.
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¢. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Semakin canggihnya teknologi tentu akan mengakibatkan dampak, baik
dampak yang sifatnya baik maupun dampak yang tidak baik. Peraturan gard di
atas dirasa belum bisa megakomodir terkait kebutuhan akan kecanggihan
teknologi. Ditakutkannya dengan perkembangan teknologi ini tidak adanya
sebuah perlinungan kepada orang yang akan melakukan akad gard.

Adapun kejahatan yang ditimbulkan dari berkembangnya teknologi adalah
pencuarian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/siber
dengan melawan hukum. Bentuk kejahatan ini mudah dilakukan dalam hitungan
detik tanpa diketahui siapapun juga. Penggelapan, pemalsuan pemberian
informasi melalui komputer atau elektronik lainnya yang dapat merugikan pihak
lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pidana perusakan sistem
komputer (baik merusak data atau kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan
kerugian). Perbuatan pidana ini juga dapat berupa penambahan atau perubahan
program, informasi, dan media dan pembajakan yang berkaitan dengan hak milik
intelektual, hak cipta, dan hak paten.

Kegiatan melalui media elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber
space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau
perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak
dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab
jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari

pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang
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berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Berkaitan
dengan hali itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam
pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat
berkembang secara optimal. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam
penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak,
karena tanpa keapstian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi
menjadi tidak optimal.”’

Pada gard memiliki misi sosial, misi sosial ini sebagai upaya tanggung
jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank,
meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan
pemberdayaan masyarakat. Hal ini senada dengan ajaran agama Islam, bahwa
aktifitas finansial dan perbankan dalam dunia modern mengandung prinsip
ta’awun.’

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan bernegara, dalam
mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam
kebijakan atau sering disebut sebagai implementation gap adalah suatu keadaan
dalam proses kebijakan perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat

kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari

pelaksanaan kebijakan.”

" Renny N.S. Koloay, “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22, No. 5, Januari 2016,
him. 23.

8 Febri Anisa Sukma, dkk, “Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada
Perbankan Syariah Dan Manfaatnya”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.
3, No. 2, Juli 2019, him. 160.

™ Laurensius Arliman, ‘“Partipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-
Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia”, Jurnal Politik Pemerintahan:
Vol. 10, No. 1. Agustus 2017, him. 62
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Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada

dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait adalah sebagai berikut:&

a.

Peranan pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat
menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi masyarakat,
menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang
memihak golongan masyarakat bawah.

Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun
lokal.

Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri
(local community organization) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan

sebagainya.

. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial

berwatak ekonomi dan merupakan bagun usaha yang sesuai dengan
demokrasi ekonomi Indonesia.

Pendampingan diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai
keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya.

Pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan

nasional proses bottom-up.

. Keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan

swasta.

8 Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Iimiah CIVIS, Vol. I, No. 2,

Juli 2011, him. 97-98.
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Hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang
bunyinya “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..., Sesuai dengan tujuan
negara Indonesia tersebut mejadi sebuah latar belakang atau landasan dalam
upaya pemberdayaan masyarakat.®! Hal tersebut merupakan kesepakatan yang
telah disepakati oleh para pendiri bangsa terhadap tujuan didirikannya negara
Indonesia. Unsur-unsur welfare state ini telah dimasukkan ke dalam dasar
negara Indonesia. Rumusan dasar ideologi welfare state tersebut (“memajukan
kesejahteraan umum” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”) kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi
negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan
penyelenggaraan kenegaraan, tepatnya pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian dan Pasal 34 sebagai dasar dalam
pemenuhan kesejahteraan sosial. Sehingga, UUD NRI Tahun 1945 sebagai
konstitusi dalam pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara selain memuat
perinal politik kenegaraan, juga memuat perihal perekonomian dan
kesejahteraan.8?

Untuk mencapai kesejahteraan tentu diiringi dengan peraturan yang jelas,

dan peraturan yang relevan dengan perkembangan zaman, karena perkembangan

81 Dwi Iriani Margayaningsih, “Peran Masyarakat”: him. 73.

8 M. Wildan Humaidi, “Resistensi Demokrasi Ekonomi (Studi Tentang Dinamika
Demokrasi Ekonomi Dalam UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi),” Tesis,
(‘Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015), him. 58
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ilmu pengetahuan dan tekonologi. Hukum dan teknologi merupakan dua bidang
keilmuan yang sangat berbeda, tapi kedua-duanya bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan manusia. Hukum seiring dengan pertumbuhan
kehidupan sosial, sedangkan teknologi hadir ketika kebutuhan manusia lebih
baik begitu penting.

Dalam konteks ini, program a/ Qard dan al Qrdul Hasan merupakan misi
sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial
perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan
loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan permberdayaan
masyarakat. Hal ini senada dengan perspektif ajaran agama Islam, bahwa
aktivitas finansial dan perbankan dalam dunia modern seperti sekarang ini
mengandung dua prinsip, yaitu prinsip fa’awun dan prinsip menghindari a/
iktinaz®
. Fatwa DSN MUI di Bidang Qarddi Era Society 5.0 Perspektif Hukum Islam
Disyariatkannya hukum Islam memiliki tujuan yakni menjadi rahmat bagi

semua manusia,? landasan sudah jelas disebutkan dalam al-Quran, yang bunyi

ayatnya sebagai berikut:

(:el¥) Gl &35 1551 ST Us

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

bagi seluruh alam”.Keuniversalan syariat menuntut hukum fikih untuk selalu

8 Muhammad Imam Purwadi, “Al Qrdh dan Al Qardhul Hasan sebagai Wujud
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah”, Jurnal Hukum 1US QUIA ISUTUM,
No. 1, Vol. 21, Januari 2014, him. 26-27.

8 Mukhsin Nyak Umar, Al Maslahah: 135
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mengalami perubahan supaya tidak kaku menghadapi situasi dan kondisi, hal ini
bertujuan agar hukum fikih baru dan laku. Meskipun teks syariat tidak
menyebutkan secara khusus, tapi perlu sebuah pertimbangan ijtihad supaya bisa
hidup secara berdampingan dengan kehidupan masa kini, sesuai dengan tujuan-
tujuan syariat.

Menurut Abdul Wahab Khallaf andai kata pintu pengembangan hukum
syariat dengan istilah itu tidak terbuka bagi para mujtahid, tentulah syariat Islam
itu akan menjadi sempit, sulit untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia,
kebutuhan mereka akan sangat terbatas, dan tentu ia tidak pantas berlaku di
setiap zaman, tempat, lingkungannya yang berbeda. Padahal syariat yang umum
seluruh manusia dan penutup semua syariat yang diturunkan oleh Allah swt.%

Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu
bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang
kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata. Al
Syatibi mengemukakan bahwa untuk mengeleminasikan relativitas mas/ahah
menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap
kemaslahatan tersebut, yang sebagai berikut:%

1. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak
menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan

asumsi dan spekulatif semata.

8 M. Syakroni, “Metode Maslahah Mursalah dan Istishlah (Studi Tentang Penerapan
Hukum Ekonomi Islam)”, al Intaj, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, him. 187.
8 Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat”, 64.
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3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan
mengeleminasikan kesulitan-kesulitan agama.
Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah Swt
adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya,
baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam al Quran surat

al Bagarah ayat 201-202, yang sebagai berikut:®’

B Lol 2 0 Sl s Ees yY\ajmumguwjd}dij
cldi B g 3es

Dan di antara mereka ada yang bedoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami
kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka”.
Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka
kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungan-Nya.

Sesuai dengan tujuan ayat al Quran di atas, terdapat tiga sasaran utama dari
tujuan penetapan hukum Islam menurut Abu Zahra, yaitu penyucian jiwa,
penegakan, keadilan dan perwujudan kemaslahatan. Penyucian jiwa
dimaksudkan agar setiap mulsim dalam setiap aktivitasnya dapat menjadi
sumber kebaikan bagi masyarakat di lingkungannya. Pendekatannya dengan
banyak melakukan ibadah yang disyariatkan, karena dengan ibadah tersebut
dapat membersihkan jiwa dan dapat memperkokoh hubungan kesetiakawanan

sosial (ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah).

87 Surat Al Bagarah ayat 201-202 Al Quran terjemah Kementerian Agama Republik
Indonesia



66

Menurut Zainuddin Ali yang mengutip dari Muhammad Abu Zahra di atas,
dapat dipahami bahwa mas/ahat Islamiyah yang ingin diwujudkan adalah
maslahat hakiki, sehingga Abdul Wahab Khallaf berpandangan: %8

Tujuan umum syari’ dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada

orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan

bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan yang bersifat daruri, hajiy,
maupun zahsini.

Islam sebagai agama peripurna menjadikan tindakan menjaga harta
sebagai salah satu tujuan utama syariat. Menjaga harta tidak boleh dipahami
sebatas menjaganya dari tindakan pencurian semata. Lebih dari itu, memastikan
kesucian harta termasuk tindakan menjaga harta. Kesucian harta juga dimaknai
dengan dual way, yaitu kesucian dari dan kemana. Seorang mukmin tidak hanya
memikirkan kehalalan sumber harta tetapi juga harus dapat memastikan
kebaikan konsumtif harta tersebut. Oleh karena itu, pelaku mu’amalah sebagai
ranah perputaran uang, harus memastikan bahwa segala transaksinya tidak
berbenturan dengan syarat syariat.®

Majelis Ulama Indonesia yang kemudian di singkat MUI yang merupakan
wadah musyawarah para ulama, zuz’ama dan cendikiawan muslim serta menjadi
penganyom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten

dalam menjawab dan memcahkan setiap masalah sosial keagamaan yang

8 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2022) him. 10-11.

8 Rahmat Hidayat, Fikih Mumalah teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah,
(Medan: CV. Tungga Esti, 2022), him. 19.
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senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat
kepercayaan dari masyarakat maupun dari pemerintah.*

Pada tahun 1990 dalam cara lokakarya yang banyak melakukan
pembahasan terkait bunga bank, pengembangan ekonomi rakyat melalui
pendirian lembaga perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip
syariah.”! Pada bidang ekonomi, MUI membentuk sebuah lembaga perangkat
kerja yakni Dewan Syariah Nasional yang kemudian disingkat dengan DSN
yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan
aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah. Hal ini
tertuang pada SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/11/1999 tertanggal
10 Februari 1999. Tugas dan fungsi DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa
tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.%

Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memberikan besar dalam penerapan
hukum syariah pada lembaga keuangan semenjak tahun 2000. Sebagai otoritas
yang mengeluarkan aturan sebagai rujukan oleh setiap lembaga keuangan di
Indonesia, DSN-MUI telah melakukan upaya besar dalam memberikan legalitas
hukum sebagai bahan untuk pengawasan di tingkat dewan pengawas syariah.
Kontribusi fatwa DSN-MUI sebagai produk hukum telah berjalan pada lembaga

keuangan semenjak tahun 2000, tentu pelaksanaan fatwa sebagai wujud nyata

% Muhammad Ibnu Afrelian dan dan Imahda Khoiri Furqon, “Legalitas dan Otoritas
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga
Keuangan Syariah”, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 5, No 2, 2018,
him. 2.

1 Muhamad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, “Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI
terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah”, Al Iqtishod:
Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 9, Issue 2 Juli 2021, him. 57.

9 Muhamad Ibnu Afrelian dan Imahda Khoiri Furqon, “Legalitas dan Otoritas”: hlm.
2.
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oleh pihak lembaga keuangan untuk mewujudkan transaksi bisnis yang merujuk
kepada ketentuan syariat Islam.%®

Fatwa merupakan suatu keputusan hukum atas suatu masalah yang
dilakukan oleh seorang ulama yang berkompeten baik dari segi ilmu atau
kewaraannya. Fatwa dikeluarkan baik diminta ataupun tidak, karena itu
perkembangan fatwa dengan sistem hukum Islam sangat penting seiring dengan
permasalahan sosial yang semakin hari semakin banyak dan kompleks
dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad
Saw, dan para sahabat. Permasalahan yang dialami oleh Rasulullah dan para
sahabatnya tidak serumit yang dihapai sekarang, di sisi Allah Swt telah
mencukupkan wahyu-Nya dan hadis yang disampaikan Rasulullah untuk
memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.®*

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa
merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang
kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat.
Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara
eksplisit (tegas), baik dalam al Quran, sunah dan ijma’ maupun pendapat-
pendapat fugaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif

yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah

% Awaluddin dan Andis Febrian, “Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi
Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al Huriiyah: Jurnal Hukum Islam,
Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020, him. 197.

% Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbaikan Syariah (Perspektif
Hukum Perbankan Syariah)” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1,
No. 2, Agustus 2012, him. 261.



69

tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat mentapkan hukum atas
suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam
mengategorikan fatwa sebagai yurisprudinsi Islam. Sehubungan dengan itu,
maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan
tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah
menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad).*®

Mencermati peraturan yang dapat dikeluarkan oleh lembaga negara
sebagaimana disebut di atas maka Fatwa MUI tidak merupakan salah satu dari
produk peraturan perundang-undangan sehingga fatwa MUI bukan peraturan
yang mengikat karena MUI merupakan organisasi alim ulama umat Islam dan
bukan merupakan institusi milik negara, bahkan fatwa MUI bukan merupakan
hukum negara yang bisa dipaksakan dan tidak memiliki sanksi dan harus ditaati
oleh seluruh warganegara. Menurut Mahfud MD, fatwa MUI merupakan
pendapat keagamaan, bukan hukum positif yang boleh diikuti dan boleh tidak
diikuti sehingga mereka yang melanggar fatwa MUI tidak boleh diberi sanksi
atau hukuman. Fatwa ini mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam UU.%

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:®’
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

% Muhamad Ibnu Afrelian dan Imahda Khoiri Furqon, “Legalitas dan Otoritas”: 6-7

% Awaludin dan Andis Febrian, “Kedudukan Fatwa DSN-MUI: 200-201.

% pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
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c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
d. Perturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Pemerintah Provinsi
g. Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota

Selain itu pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni%, jenis
peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial , Bank
Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan
perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten/kota, bupati/wali kota, kepala desa atau yang setingkat. Peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam hirarki pengembalina hukum menurut syariah, setelah al Quran dan

hadis ada 7jtihad. Menurut Muhammad Daud Ali, jjtihad didasarkan pada akal

% pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
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pikiran (ra’yu) dengan mengambil metode pada ijma’ ulama, giyas, istidial,
masalih al mursalah, istihsan, istishab dan ‘urf. Menurut Sulaiman Abdullah,
fatwa diterbitkan berlandaskan pemikiran yang mendalam dan Jjjtihad
berdasarkan riwayat yang masyhur dan tidak mengingkari seorangpun termasuk
dalam kategori 7jma’ sukuti. Jadi menurutnya fatwa merupakan aturan-aturan
hukum Islam yang ditetapkan atas pemikiran dan jj¢ihad dengan cara ijma’, yaitu
persamaan dan kesatuan pendapat ahli-ahli tentang persoalan di suatu tempat dan
masa.>®

Dalam pandangan ulama usu/ fikih, fatwa dipandang sebagai pemikiran
yang dikemukakan mujtahid sebagai bentuk respon atas soal-soalan yang
diutarakan oleh mustasti terhadap kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustasti
bisa berasal dari individu, kelompok ataupun lembaga. Mustasfi tidak ada
kewajiban untuk melaksanakan keputusan fatwa yang ditanyakannya, karena
fatwa tidak memiliki kekuatan untuk mengikat. Kendati demikian fatwa tetap
memiliki posisi yang tinggi karena merupakan pandangan yang disampaikan
oleh orang yang ahli hukum Islam (figaha) baik ulama atas nama individu

maupaun kelompok/institusi.®

% Popi Adiyes Putra, dkk, “Fatwa (al Ifta): Signifikasi dan Kedudukannya dalam
Hukum Islam”, Al Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 19, No.
1, Januari-Juni 2022, him. 35.

100 popi Adiyes Putra, dkk, “Fatwa (al Ifta): Signifikasi dan Kedudukannya”: 36.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di era society 5.0, regulasi tentang
gard tentunya harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman ataupun
kecanggihan teknologi pada zaman itu. Seperti bunyi adagium tempora
mutantur, nos et mutamur in illis yang artinya bahwasannya hukum itu turut
serta dalam mengikuti perkembangan zaman bukan malahan sebaliknya. Dan
perlu diingat juga apa yang dikatakan oleh Rescoe Pound bahw hukum
merupakan alat untuk sarana perubahan masyarakat (law is the tool of social
engineering). Dengan bisa beradaptasinya regulasi akad gard ini diharapkan
bisa menciptakan sebuah kemanfaatan atau kesejahteraan terahadap
masyarakat sekitar. Terlebih dengan keamanan data nasabah yang perlu
dilindungi. Sebagaimana disebutkan bahwasannya aturan yang konsen bahas
gard cuma ada dua yakni Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dan
Fatwa DSN Nomor 79/dsn-mui/iii/2011, namun dari kedua regulasi tersebut
belum menjamin keamaan data nasabah, yang mana bisa mendatangkan
sebuah kemudaratan bukan sebuah kemaslahatan atau kesejahteraan. Bisa
diketahui dengan kecanggihan teknologi bisa berdampak positif ataupun
negatif. Dampak negatif dengan adanya kecanggihan teknologi ini seperti

carding, hacking, cracking, defacing, phising, spamming, malware.
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2. Sebagaimana dua atauran disebtukan di atas bahwasannya perubahan regulasi
gard merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Ini
dikarenakan aturan yang dibuat bisa memberikan kemaslahatan keapda
masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan pelembagaan hukum Islam untuk
merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan,
sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratan, serta untuk melepaskan diri
dari beraneka ragam kesulitan. Seperti kaidah usul fikih yang bunyinya “dar
ul matasid mugaddamun ‘ala jalbi al masalili’ Jadi dengan adanya perubahan
regulasi baik revisi atau pembuatan baru merupakan suatu hal yang maslahah.
Pada pelaksanannya fatwa tidak memiliki kekuatan yang mengikat baik untuk
individu ataupun kelompok, jadi penggunaan fatwa bukanlah sebuah
keharusan.

B. Saran
Adapun saran dari penulis dalam hal ini adalah pemerintah melakukan
perubahan dalam regulasi gard setidaknya bisa mengikuti perkembangan zaman,

hal ini untuk mencipatakan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
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